
Bupati
SumedangPERATURAN BUPATI

SUMEDANG3

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN

PELAKSANAAN PROGRAM DANA ALOKASI DESA KHUSUSsTAHUN 2006 (PRODAK 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang a. bahwa Program Dana Alokasi Desa Khusus merupakan
skema

pembiayaan yang diarahkan untuk

mengembangkan otonomi desa dan menumbuhkan
budaya penerapan pola pendanaan kompetisi guna
mempercepat pencapaian IPM Kabupaten Sumedang
79,2 pada tahun 2008;

b. bahwa untuk menjamin agar Program Dana Alokasi

Desa Khusus tersebut dapat dilaksanakan secara

optimal, perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam

pendayagunaannya;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan b di atas, perlu dibuat

pedoman pelaksanaan Program Dana Alokasi Desa

Khusus Tahun 2006 yang ditetapkan dalam Peraturan

Bupati.

1950 tentang1. Undang-undang Nomor 14 Tahun

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Mengingat

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851);

Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang

4.
Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);



5
Undang-undang
Pemerintahan

DaerahNomor
125, Tamb4437)

sebagain
undang Nomor 8
Peraturan

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

(Lembaran Negara Tahun 2004

nbahan Lembaran Negara Nomor
aimana telah diubah dengan Undang-

Tahun 2005 tentang Penetapan

Undang-undangNomor3 Tahun 2o05 tentang Perubahan Undangndang Nomor 32 Tahun 2005tentang Pemerintanan

Pemerintah
Pengganti

Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran

egaraTahun 2005 Nomor 108,Tambahan LembaranNegara Nomor
4548)

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan

6.

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan PemerintahNomor 104 Tahun 2000
tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PemerintahNomor84 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 157,Tambahan Lembaran NegaraNomor 4165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor158,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 4587);

9.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2002Tentang Pedoman Administrasi Desa;

11.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun

2000 Nomor 37 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan
Nomor 10Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 14 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48

Tahun

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000

Pemerintah2000 tentang Kewenangan

Seri D);Nomor 65

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51

Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Desa

(Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 125 Seri D);
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14.
Peraturan

Daerah Kab ten Sumedang Nomor 2
Pokok-pokok Pengelolaan

mbaran Daerah Tahun 2003

Tahun 2003
tentangKeuangan Daerah

(LemNomor 6SeriD);
Feraturan Daerah Kabupaten Sumedang NonoTahun 9

Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya(Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor

2003
tentang Sumber Pendapatan dan

13 Seri D.13);5.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Normeaun 2006

tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (LembdiaDaerah Tahun 2006 Nomor 3Seri A);L.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun

2000
Anggaran Pendapatan dan

Tentang
Penjabaran

Belanja DaerahTahun Anggaran 2006;
Memperhatikan 1.

Keputusan Bupati Sumedang Nomor
142.05/Kep.ilBap/2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi, im

Penilai, Serta Tim Monitoring dan Evaluasi ProgramDana Alokasi Desa KhususTahun 2006 (PRODAK 2006di
KabupatenSumedang.

2. SuratGubernur Jawa Barat Nomor:481.3/1935/Um
tanggal 8 Juni 2005 perihal
Penyusunan Proposal PPK Tahun 2006

Buku Panduan

Surat Bupati Sumedang Nomor 005/342/Bap tanggal15 Maret 2006 perihal Buku Panduan Penyusunan
Proposal Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun
2006 (PRODAK 2006);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM DANA ALOKASI DESA KHUSUS

Menetapkan

TAHUN 2006 (PRODAK 2006)DI KABUPATEN SUMEDANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalahKabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenSumedang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah4
3 Bupati adalah Bupati Sumedang.

Kabupaten Sumedang.
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varatan Desadalam mengat.
arkan asalusul danyang diakui dan
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Perangkat Desa ebagai ursur
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pemerintahan desa.9 Badan
PermusyawaratanDesa,

selaniutnya
disingkat BPD adalah

lembaga

yang
merupakan

perwujudan
demokrasi dalan

penyelenggaraan
pemerintahan desa

sebagai unsur
penyelenggara

permerintahands10.
Lembaga

Kemasyarakatanadalah
lembaga yang dibentuk oleh

masyarak
sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra
pemerintah desa daiammemberdayakan

masyarakat.
11. Anggaran

Pendapatan dan
Belanja Desa,

selanjutniya disingkatAPBDES

adalah rencana
keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh

Pemerintah Desadan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

12. Dana Alokasi Desa,
selanjutnya disingkat DAD, adalah dana

yang
dialokasikan oleh

Pemerintah
Kabupaten untuk desa yang bersumber danbagian pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan dana

perimbangan
keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil

pajak propinsi yang diterima
oleh Kabupaten.

13. Dana Alokasi Desa Umum, selanjutnya disingkat DADU adalah dana yangdialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk desa yang bersifat umumyang bersumber dari bagian pajak daerah, retribusi daerah tertentu dandana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajakpropinsi yang diterima oleh Kabupaten.

14. Dana Alokasi Desa Khusus, selanjutnya disingkat DADK adalah dana yangdialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersifat khususyang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan
perimbangankeuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajak propinsiyang diterima oleh Kabupaten.

15. Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006, selanjutnya disingkatPRODAK 2006 adalah program penyaluran DADK yang sasarannya
diarahkan untuk mengakselerasi pengembangan otonomi desa dan

peningkattan IPM di desa serta diberikan melalui kompetisi berbasis
keunggulan kinerja yang pelaksanaannya difasilitasi kecamatan.
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RODAK 2006

apkan
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kepac

tingkat
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KepalaDesa. epada Camat serta dite

18. Koordinator
Pelaksanaan Kegiatan adalah seorang anggota masyaa

desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk

melaksanakan t 2006
mengkoordinasikan dan

memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan h

di desa yang
bersangkutan.

19 Pemegang Kas Desa
adalah

orang yang ditunjukjuk dan diserahi tugasmelaksanakan kegiatan
kebendaharaandalam rangka

pelaksanaan PRODAS
2006 di desa yang

bersangkutan.

20. Pemegang Kas
Belanja

Bantuan/BelaniaTidakTersangkaadalah orang
yang

ditunjuk dan diserahi
tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaandaldi

rangka pelaksanaan APBD untuk pos belanja bantuan/belanja u
tersangkapada Bagian Umum Setda

Kabupaten Sumedang.
21. Analisis swoT adalah suatu

pendekatanyang dilakukan untuk
mengandis

kekuatan
(strengths), kelemahan

(Weaknesses),peluang (Opportunities)
dan ancaman

(threats) dari suatuobjekpenelitian.

BAB II
TUJUAN, MANFAAT DAN DAMPAK

Pasal 2

Tujuan Program Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 adalah terwujudnya
akselerasi pengembangan otonomi desa dan peningkatan
masyarakat desa dengan target IPM Kabupaten 79,2 pada tahun 2008 melalui

penerapan pola pendanaan dengan misi tertentu yang bersifat kompetitif dan
berlandaskankeunggulan kinerja.

kesejahteraan

Pasal 3

Manfaat
PRODAK 2006 adalah agar desa dalam lingkup kecamatan dijadikan

sebagaiujung tombak penyelenggaraan pemerintahandaerah mampu mengatasi
dan mengantisipasiberbagai persoalan pada bidang pendidikan, kesehatan dan

daya beli secaracermat dan inovatif.

Pasal 4

Dampak yang diharapkan dari PRODAK 2006 yatu tumbuhnya modal sosial dan

menguatnya otonomi desa yang ditandai dengan :

a. Meningkatnya kapasitas pemerintahandesa

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di desa

C. Meningkatnya partisipasi
dan keberdayaanmasyarakatdesa.



BAB III

KARAKTERISTIK
PROGRAM

Pasal5RODAK 2006
nemiliki

karakteristik
sebagai

berikr

PR
lirkan dalam

kerangka Visi
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PencapaianVisi
KabupatenSumedang

rikut:

Otonomi Desab. Merupakan

nercepatan
peningkatanIPM

Kabupaten Sumedang secard

pendanaan untuk
program dan

kegia

Tahun 20081
giatan yang berdampak pada

ara berkelanjutan.

Memiliki Motto
(Jargon)"Desa

Maju dan Kuat", yang didasarkan pada

C. Me

pemerintah

Kabupaten.

d. Berbasis

kecamatan.

Merupakan pendanaan
program

kompetitif yang sesuai dengan Kebut

ahan, bahwa
maju dan

kuatnya Desa
logika

adalah maju dan kuatnyadi desa
dengan pola

kompetisi ya

pola
kompetisi yang difasilitasi oleh tingkat

tu
ur, inovatif, dan dikelola

an
nyata dengan

indikator
keberhasilan

yang
terukur,

dengan akuntabilitas
tinggi.

f. Merupakan pendanaan
program yang disusun dan

dilaksanakan Secara
bersama-sama antara

kecamatan, desa,swastadan anggota
masyaraka

a. Merupakan pendanaan khusus diluar DADU danKabupaten lainnya. bantuan Pemerintah

BABIV
FOKUSUMUM DAN FOKUS KHUSUS

Pasal 6
(1) FokusUmum PRODAK 2006 adalaha. sebagai program pembangunan individu mulai dari rumah tangga,RI,RW dan

program pembangunan kapasitas mulai tingkat dusun ataukampung, desa,sampai pada tingkat kecamatan.b. sebagai pendorong tumbuhnya keswadayaan masyarakatdesa.C. Cakupannya meliputi lingkup desa dalam wilayah kecamatan.d. Berdampak pada dinamika
pembangunan kecamatan dan kabupaten.

(2) Fokus Khusus PRODAK 2006 adalah
a. diarahkanpada partisipasi masyarakatuntuk mempercepat peningkatanIPM serta diaktualisasikan dalam aktivitas yang berkelanjutan, dengantidak malakukan investasi fisik, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh

masyarakat miskin di desa.
b. Diarahkan untuk meningkatkan pencapaian IPM dengan komposisi

sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan sebesar-besarnya 25 %;
2. Bidang Kesehatan sebesar-besarnya 25%; dan
3. Bidang Daya Beli sekurang-kurangnya50 9%.
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BAB V

PENDANAAN
BagianKesatu

Pembagian
Klaster

Pasal 7taster
merupakan
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herdasarkanparameter
tertentu. yang berkompetisi
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Pasal 8
Pola pembagi.

Sumedang, yaitu

a. kluster A untuk tipe A;
h. kluster B untuk

tipe B ;dan
c.klusterC untuk tipe C.

gian klaster
didasarkan

pada
tipologi kecamatan Di Kabupaten

Pasal 9
(1) Kluster A

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati
ini,terdiri dari:
a. Kecamatan

Jatinangor
b. Kecanmatan

Tanjungsari
c. Kecamatan

Cimanggung
d. Kecamatan Sumedang Utara
e. Kecamatan Sumedang Selatan
f. Kecamatan Cimalaka
g. Kecamatan Darmaraja

(2) Kluster B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf b Peraturan Bupatiini,terdiri dari:
a. Kecamatan Pamulihan
b. Kecamatan Buahdua
C. Kecamatan Paseh
d. Kecamatan Wado
e. Kecamatan Situraja
f. Kecamatan Conggeang
g. Kecamatan Rancakalong
h. Kecamatan Tanjungkerta
i. Kecamatan Jatinunggal

j. Kecamatan Tomno
k. Kecamatan Ujungjaya

(3) Kluster C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini, terdiri

dari

a. Kecamatan Jatigede
b. Kecamatan Ganeas

C. Kecamatan Cisitu

d. Kecamatan Cibugel



Kecamatan
TanjungmedarKecanmatanSuriana.Kecamatan
Cisarua

KecanmatanSukasar

BagianKedua
Struktur

Pendanaan

Dana Alok

kepada
desa-desa dalam wilayah

kecamatan yang lolos
kompet

Pasal 10
Jokasi Desa Khusus

disalurkan
melalulalui PRODAK 2006 yang diserahka

polapetisi, dengan
sebagagaimana tertuang dalam

Proposal Evaluasi Dit

pembagian dilakukan secara
proporsional berdasarkan tolok ukur kinerja

Diri dan Proposal Implementasimasing-masing kecamatan
yanglolos

kompetisi.

Pasal 11

Hasil kompetisi untuk
tiap-tiap klaster

ditetapkan sebagai berikutklaster A
sebanyak 2

kecamatan;Klaster B
sebanyak 4

kecamatan;klaster C
sebanyak 3 kecamatan.

Pasal 12

(1) Untuk klaster A yang telah lolos kompetisi masing-masingakan mendapat
Dana Alokasi Desa Khusus sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus

Jutarupiah) yang akan
digulirkan dalam satu tahun anggaran dengan waktuefektif selama 8

(delapan)bulan.

(2) Perincian alokasi
belanja untk klaster A

sebagaimana dimaksud pada ayat(1)pasal ini, adalah sebagaiberikut
a. Manajemen program dan kegiatan setinggi-tingginya 15o.b. Operasionalprogram dan kegiatan sekurang-kurangnya85%.

(3) komposisipenggunaan dana operasinal program dan kediatan sebagaimanadimaksud pada ayat(2)huruf b pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
a. Program dan kegiatan utama yang berdampak langsung pada akselerasi

IPM
sekurang-kurangnya80%;

b. Program dan kegiatan pendukung yang mendukung akselerasi IPM
setinggi-tingginya 20%.

(4) Perincian alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini,

ditetapkan sebagaiberikut
a. untuk kegiatan sekurang-kurangnya70%,
b. investasi setinggi-tingginya 20%;
C. pembangunan kapasitas kinerja aparatur 10%.



Pasal 13
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Manajemen program dan
kegiatan

setinggi-tingginya 15%.

b.
Operasional

program dan
kegiatan

sekurang-kurangnya69
(3)

komposisi
penggunaan dana

operasional dan
keglatan

dimaksud pada ayat(2)huruf b
pasal ini,

ditetapkan sebagal
berikut:

a.
program dan

kegiatanutama yang
berdampak langsung padaakse

IPM
sekurang-kurangnya80o;b.

program dan kegiatan pendukung (yang mendukung akselerasiimaksimum 20%.

sebagaimana

rasi

(4) Perincian alokasi belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)uruf a dan D

pasal ini,
ditetapkansebagaiberikuta. Untuk
kegiatan

sekurang-kurangnya60%b. investasi
setinggi-tingginya 30%;C.

pembangunan kapasitas kinerja aparatur 10%.

Pasal 14

(1) Untuk kluster C yang telah lolos
kompetisi masing-masingakan mendapatDana Alokasi Desa Khusus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

juta
rupiah) yang akan

digulirkan dalam satu tahun anggaran dengan waktuefektif selama 8
(delapan)bulan.

(2) Perincian alokasi
belanja untuk klaster C sebagaimana dimaksud pada ayat(1)pasal ini, adalahsebagaiberikut

a. Manajemen program dan
kegiatan setinggi-tingginya 15%.b. Operasionalprogram dan
kegiatan sekurang-kurangnya85%.

(3) komposisipenggunaan dana
operasinal program dan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)hurufb pasal ini, ditetapkan sebagaiberikut:a. program dan kegiatan utama yang berdampak langsung pada akselerasiIPM sekurang-kurangnya80 %;

b. program dan kegiatan pendukung yang mendukung akselerasi IPM
setinggi-tingginya 20%.

(4) Perincian alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf a dan b
pasal ini, ditetapkan sebagaiberikut

a.
untuk kegiatan sekurang-kurangnya50 %;

b. investasi setinggi-tingginya 30%;
C. pembangunan kapasitas kinerja aparatur 20%.



BABVISTRUKTUR
ORGANISASI

PENGELOLA

DANTATA CARA
PENGUSULAN

PROPOSAL
BagianKesatu

Struktur
Organisasi

Pasal15
1) Untuk

mendukung
kelancaran

tingkat

kabupaten
dibentukTim

Koordinasi, Tim
pelaksanaan PRODAK

im Penilai serta Tim Monitoring dan

2006Evaluasi.

)Tim
Koordinasi, Tim

Penilai serta Tim
Monitoring dan Evaluasi

tingko

kabupaten
sebagaimana dimaksud pada avat(1)pasal ini, terdiri dartu

Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)sertaunsur masyarakatyang

cakap dan
berkompeten yang

ditetapkan lebih lanjut dengan Kepuu

Bupati.

san

(3) Tim
Koordinasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini, mempunya

tugassebagai berikut
a. Melakukan

koordinasi dan
pengendalian terhadapPRODAK

2006,mdaritahap perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan sampal

denga
evaluasinya;

b. Merumuskan buku panduan
penyusunan proposal PRODAK 2006,

C. Melakukan
diseminasi

kebijakan dan mekanisme
pengelolaan PROLDAN2006;

d. Melakukan
pembinaan dan

fasilitasi
terhadap pengelolaan PRODAK2006;

e.
Menyampaikan laporan dan

pertanggungjawaban atas
pelaksanaan

tugas kepada Bupati Sumedang melalui Sekretaris Daerah KabupatenSumedang.

(4) Tim Penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyaitugassebagai berikut:

a. Melakukan

merumuskan kriteria
operasional penilaian PRODAK 2006;b. Melakukan

penilaian secara seksama, komprehensif dan objektifterhadap Proposal Evaluasi Diri, Proposal Implementasidan Kunjungan
Lapangan;

C. Menyampaikan hasil penilaian dimaksud secara utuh, serta laporan
pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Ketua Tim

Koordinasi

telaahan terhadap kriteria makro
penilaian, serta

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini,

mempunyai tugas sebagaiberikut

a.
Menyiapkan rumusan dan

instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi

secaralengkap dan cerdas;

b. Melakukan monitoring secara umum terhadap pelaksanaan penilaian,

serta monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan objektif terhadap

pengelolaan PRODAK 2006 oleh kecamatan dan desa yang lolos

kompetisi, mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan sampai dengan

evaluasinya;

10



Menyampaikan
nasil

monitoring dan
evaluasi

dimaksur

serta lapor

Aupatimelalui Ketua Tim
Koordinasi;

oran

pertanggungjawaban atas
pelwaatas pelaksanaan tugas kepada

Pasal16

(1)
kecamat

Untuk membant
kelancaran

pelaksanaan
atan dibentukSatlak

serta Tim
Monitoring dan

Evaluasi,

PRODAK 2006, ditingkat

al Satlak serta Tim
Monitoring dan

evaluasi
sebaqaimana dimaksud pada aya

(1)pasal ini,
merupakan

perangkatkerjayang
bertanggungJawab Kep

Camat yang
ditetapkan lebih

lanjut
dengan KeputusanCamat.

(3)Satlak
Kecamatan diketuai oleh

Sekretaris Camat dan dibantu
olen

sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang

penangqung jawab program yaiu

bidang
pendidikan,bidang

kesehatan,dan
bidang daya beli serta

beperaa
anggota sesuai dengan

kebutuhan, yang berasal dari unsur SKPD akecamatan dan unsur
masyarakat yang cakap dan dan

berkompeten.
(4) Tim

Monitoring dan
Evaluasi

diketuai oleh seorang ketua dan seorang
sekretaris serta beberapa anggota yang ditentukan sesuai dengankebutuhan berbasis efisiensi dan efektivitas

kinerja yang berasal dari unsurmasyarakat yang cakap dan
berkompeten.

(5) Untuk
menunjang kelancaran

pelaksanan tugas tim sebagaimana dimaksudpada ayat(4)pasal ini, dibentuk sekretariat tim.

(6) Satlak Kecamatan mempunyai tugassebagaiberikuta. Memfasilitasi perencanaan (termasuk penyusunan Rencana AnggaranKegiatan Desa) dan
pelaksanaanselurulh program kegiatan yangdidanamelalui PRODAK 2006 dengan baik untuk mencapai indikator kinerjayang telah

disepakati;
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama sinergis dengan para penanggungjawab program dan Satlak Desa dalam

pelaksanaan program dan
kegiatan PRODAK 2006;

C. Memfasilitasi
penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Satlak Desa;
d. Menetapkan standar-standar atau kerangka acuan kerja yang lebih

detail untuk setiap jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Satlak Desa dan dikoordinasikan oleh penanggung jawab program;e. Melakukan kompilasi laporan dari Satlak Desa, serta kemudian
menyusunnya dalam format laporan Kecamatan, baik laporan keuangan
setiap bulan, laporan kinerja bulanan maupun laporan akhir PRODAK
2006 sesuaidengan format yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi

Kabupaten;

(7) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut
a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan mekanisme monitoring-

evaluasi kinerja Satlak Kecamatan.

b. Melaksanakan monitoring terhadap
kesesuaian antara perencanaan

dengan implementasinya di awal, ditengah, dan di akhir pelaksanaan

program.



Melaksar

kesulitan

rinci agardapat
mencapai

target
dengan jelas.

Menyampaikan laporan secara
berkala tiapbulan,

lapor

anakan
proses

pendampingan bila Sa
dalam

penentuan
mekanisme dat

Satlak Kecamatan me
dan disain program yang lebih

laporan akhir Monev
terhadap

penyelengg

lan, laporan 3bulanan dan
ggaraan PRODAK 2006 kepada

Camat.

Pasal 17

(1) Dalamm rangka
mendukung

kelancaran
pelaksanaan

desa dibentukSatlak desa. aan PRODAK 2006 tingka

Satlak Desa
sebagaimana dimaksud

pada ayat(1)
kat

kerja yang
bertanggung jawab

2)
perangka

ditetapkan dengan
Keputusan

Kepala Desa.

pasal ini, merupakan

kepada Kepala Desa dan

(3 Satlak Desa diketuai oleh
Kepala Desa dan dibantu oleh

Koordinator
Pelaksana Kegiatan, Pemegang Kas Desa serta anggota lainnya yo
berasal dari lembaga kemasyarakatandan unsur masyarakatlainnya yanycakap dan

berkompeten.

(4) Satlak Desa
mempunyai tugassebagaiberikuta. Merencanakan dan

melaksanakan seluruh program kegiatan yangdidanai melalui PRODAK 2006 dengan baik untuk mencapai indikator
kinerja yang telah

disepakati;
b. Melakukan koordinasi dan

kerjasama sinergis derdan komponen desa
lainnya dalam

pelaksanaan program dan kegiatänPRODAK 2006;
C. Menyusun dan

menyampaikan laporan dalam bentuk format laporandesa, baik laporan keuangan setiap bulan, laporan kinerja bulananmaupun laporan akhir PRODAK 2006 sesuai dengan format yang telah
ditetapkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten;

gan Satlak Kecamatan

Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan Proposal

Pasal 18

(1) Satlak Kecamatan mengusulkan proposal PRODAK 2006 yang telah

mendapatkan pengesahan dari Camat sesuai batas waktu yang telah

ditentukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

(2) Setiap kecamatan hanya boleh mengajukan satu proposal yang

merupakan konsolidasi dari berbagai program akselerasi IPM dengan
sasarandesa-desadalam wilayah kecamatan masing-masing.

proposal harus dilaksanakan berdasarkan(3) Proses penyusunan

musyawarah partisipatif dengan melibatkan Satlak Desa, lembaga

kemasyarakatan, swasta, lembaga

pembangunan lainnya.

pendidikan dan stakeholders
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BABVIITAHAPAN,JADUALDAN
KRITERIA SELEKSI

BagianKesatu
Tahapan dan

Jadual

Pasal 19
(1) Tahapankompetisi

PRODAK 2006
meliputi

a. Seleksi
ProposalEvaluasi Diri

(PED).Seleksi
Proposal

Implementasi(PI).
d. Kunjungan

Lapangan (KL).

(2) Jadual
(1)pasal ini,

dilaksanakan mulaibulan
Pebruari sampaider

waktu
KompetisiPRODAK 2006

sebagaimanana dimaksud pada ayat
sampaidengan April 2006.3)

PelaksanaanPRODAK 2006
bagi kecamatan dan desa yang lolos

kompeietisi
secara

efektif dilakukan selama 8
(delapan) bulan, terhitung mulal oua

Mei sampai dengan Desember 2006.

Bagian Kedua
KriteriaSeleksi

Pasal 20

(1) Kriteria untuk
proposal Evaluasi

Diri, adalah sebagaiberikut:a. Dinamika kondisi
lingkungan yang berpengaruh kepada Kecamatan

pengusul (umum & khususIPM),memiliki bobot sebesar 10o;b. Evaluasi potensi wilayah dengan analisis SWOT yang komprehensIT(umum & khusus IPM), memiliki bobot sebesar 20%;C. Sajian data yang lengkap dan aktual (umum & khusus IPM), memilikibobot sebesar30%;
d. Akar masalah IPM yang fokus dan jelas serta rumusan solusi IPM Yang

relevan sampai kegiatan, memiliki bobotsebesar 40%.

(2) Criteria proposal Implementasiadalah sebagaiberikut
a. Manajemen & kepemimpinan, memiliki bobot sebesar20%;
b. Acuan keberadaan lembaga,memiliki bobotsebesar 20%;
C.

Jabaran program yg menjawab masalah IPM secara komprehensif
sampai kerangka anggaran,memiliki bobot sebesar 40%;

d. Unjuk kerja yang berkelanjutan, memiliki bobot sebesar 20 %.

(3) Kriteria kunjungan Lapangan adalah sebagaiberikut

a. Korelasi isi proposal (PED dan PI) dengan kondisi objektif lapangan,

memiliki bobot sebesar30 %;
b. Uraian yang memproyeksikan perkembangan IPM setelah PRODAK 2006

berjalan, memiliki bobot sebesar 20 %;

C. Atensi, kesiapan dan kemampuan kecamatan dan desa apabila PRODAK

2006 dimenangkan, memiliki bobotsebesar 20%;

d. Topangan swadaya dan pelibatan masyarakat apabila PRODAK 2006

dimenangkan,
memiliki bobotsebesar 30%.

13



BABVIIMEKANISME
PENGELOLAAN DADK

BagianKesatuRencana
Anggaran

Kegiatan

Pasal 21
Kepala Desa Desa dan SatlakDesa

dengan
difasilitasi Satlak Kecama

oleh

200

Tim
Koordinasi

Kabupaten,
setelah

dinyatakan lolos kon

O6
melakukan

penajaman
kegiatan

terhadap Rencana Angg

amatan dan diasister

DAK
(RAK)Desa

diarahkan

Kompetisi PR

giatan

esa yang
terlampir dalam

Proposal
Implementa

ggaran Keg
tasi Kecamatan dengan

kesehatan dan daya beli.

pada upaya
peningkatan

bidang
pendidikan,

BagianKedua
Penyaluran DADK

Pasal 22
(1) Desa-desa dalam wilayah kecamatan yang

dinyatakan lolos
kompeus

PRODAK 2006 berhak untuk menerima DADK Tahun 2006 yang
bersurmDer

dari Anggaran
Pendapatan dan

Belanja (APBD) Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2006.

(2) Pernyataan lol0s
kompetisi PRODAK 2006

sebagaimanadimaksud pada ayat(1)pasal ini,
ditetapkan kemudian dalam sebuahKeputusanBupati

(3) Penyaluran dan penyediaan DADK Tahun 2006 dilaksanakan sesuai denganDokumen Anggaran Satuan
Kerja (DASK) dan Anggaran Kas Belanja (AKE)pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yangditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penarikan DADK Tahun 2006

Pasal 23

(1) Desa-desa melalui Satlak Desa dalam wilayah Kecamatan yang dinyatakan
lolos kompetisi, dengan disetujui Camat,
Pencairan DADK kepada Bupati Sumedang melalui Tim Koordinasi

Kabupaten, dengan dilampiri syarat-syarat yang dibuat dalam rangkap 3
(tiga) sebagai berikut :
a. Keputusan Bupati Sumedang tentang Kecamatan dan Desa yang lolos

kompetisi PRODAK 2006;
b. Suratpernyataan penyerahan DADK Tahun 2006;

C. Surat

mengajukan Permohonan

melaksanakan PRODAK 2006 danuntukpernyataan

menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

d. Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Desa;

e. Komposisi Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)Desa;

14



mat
tentangSatlak

Kecamatan

Kep
KepalaDesa

tentangSatlak
Desa,

Kuitansi

enerimaan DADK
Tahun 2006 ya

KepalaDesa,

ang ditanda tangani oleh
Bantuan/Be

mencairkan

masing desa

Curat kuasa
dari

Kepala Desa
kepada

Pemegan

Belanja Tidak

Tersangka pada

kan dan
mentransfer

DADK
Tahun

sa
pada PD.BPR

Kabupaten
Sumedangy

Belanjaang Kas

Bagian Umum SSetda untuk
n 2006 ke

rekening mas

yang ditunjuk(2)

cebagaimana
dimaksud pada

ayat (1)
pasal ini.

kepada

im
Koordinasi

Kabupaten
selanjutnya

mengajukan pemomohonan pencacairan

dengan

tembusan
disampaikan

kepada
Bagian Umum Bupati

Kabupaten Sumedang.
dan

BagianKeuangan Setda

penyaluran dan
pencairan DADK Tahun

(3) Mekanisme

pemegang Kas
Belanja

Bantuan/Belanja Tidak
Tersangka

Llmum Setda
Kabupaten

Sumedang
dengan

mengajukan

Pembayaran (SPP)

2006 dilakukan oleh

a pada Bagian
mengajukan Surat Pemintaan

melalui
Bagian Keuangan Setda

kepada
BupatiKabupaten sumedang dengan
dilampiri

persvaratan butira sampaidenga

sebagaimana

ini, dengan tembusan
disampaikankepada Badan

PerencanaanDaerah
KabupatenSumedang-

dimaksud
pada ayat (1) pasal

ini

14)Berdasarkan
persetujuan Bupati, Bagian

Keuangan Settda Kabupaten
Sumedang menerbitkan Surat

Perintah
Membayar Uang

Kepala Desa selaku Ketua
Satlak Desa kepada Bank Jabar, un

selanjutnya oleh
Pemegang Kas

Balanja
Bantuan/Belanja Tidak

Tersangka

dicairkan dan
ditransfer ke

rekening
masing-masingDesa pada PD. BPR

Kabupaten Sumedang yang
ditunjuk.

ng (SPMU)atas nama

(5) Penunjukan PD. BPR
Kabupaten

Sumedang sebagaimana dimaksud pada
ayat(5)pasal ini,

ditetapkan lebih
lanjut dengan KeputusanBupati.

(6) Kepala Desa selaku Ketua Satlak Desa beserta Koordinator
Pelaksanaan

Kegiatan dan
Pemegang Kas Desa, dengan difasilitasi

langsung SatiakKecamatan, melakukan
pencairan DADK Tahun 2006 pada PD. BPRKabupaten Sumedang yang ditunjuk.

(7) Pencairan DADK Tahun 2006
sebagaimana dimaksud pada ayat(7) pasal

ini, dilakukan secara
bertahap,yaitu

Tahap pertama sebesar50%, mulai bulan Mei sampaidengan Agustus2006;

a.

tahap kedua sebesar 50 %, mulai bulan September sampai dengan

b.

Desember 2006.

(8) Untuk tahap pertama, SuratPengajuanPermohonan Pencairan kepada PD.BPRdilakukandengan melampirkan:
a. Rencana Anggaran Kegiatan Desa;
b. Kuitansi penerimaan Dana Alokasi Desa Khusus tahap pertama yang

ditanda tanganioleh Kepala Desa;
C. Rekomendasi Satlak Kecamatan yang diketahui oleh Camat.

(9) Untuk tahap kedua, Surat Pengajuan Permohonan Pencairan kepada PD
BPRdilakukandengan melampirkan

5



pealisasi
perkembangan

kegiatan dan
keuanoan bulansebeu

Kuitansi
enerimaan Dana

Alokasi Desa Khusu
Rekomendasi Satlak

Kecamatan
yang

diketahui

celanjutnya yang ditandatangani oleh
KepalaDesa,

sus Tahun 200 tahap

d. Rekomendda Tim
Koordinasi

Kabupaten

ui oleh Camat

Pasal 24

pabila
daidari hasil

monitoring dan
evaluasi Tim

Monitoring
serta berdasarkan

konfirmasi dari Tim
Monitoring da

itoring dan Evaluasi

Evaluasi

yang

Kabuatan, Satlak
Desa tidak dapat

memenuhi target kinerja tanpa
Kecama

dipertanggungjawabkan,atau
nyata-nyata terdapat penyimpan

dapat
aqunaan anggaran, maka

penyaluran DADK Tahun 2006 tahap
seldidapat dihentikan elanjutnya

BAB IX
PENERIMAAN DAN PERUBAHANPENGGUNAAN DADK TAHUN 2006

Bagian Kesatu
PenerimaanDADK Tahun 2006

Pasal 25

(1) DADK Tahun 2006 yang telah diterima dan dikelola oleh desa-desa dalam
wilayah kecamatan yang lolos

kompetisi PRODAK 2006 dimasukan dalamAPBDes perubahan tahun berjalan yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepald
Desa dengan persetujuan BPD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DADK Tahun 2006 di tingkat
desa, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya diatur tersendiri dalam
Peraturan KepalaDesa.

Bagian Kedua
PerubahanPenggunaan DADK

Pasal 26

(1) Perubahan penggunaan DADK yang
tercantum

dalam Rencana Anggaran
Kegiatan dilakukan apabila terjadinya pergeseran belanja, perubahanjumlah

penerimaan DADK dari APBD Kabupaten atau adanya ketentuan/petunjuk

dari instansi yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan DADK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini, harus disertai dengan Berita Acara yang ditanda

tangani oleh Kepala Desa dan Koordinator Pelaksana Kegiatan serta

sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Satlak Kecamatan.
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BABX
TATA

PEMBUKUAN

Pasal 27

ntingan
pengawasan,

Pemegang Kas De(1)
Guna kepenti

engelolaan DADK Tahun 200e'remegang Kas Desa dalam melaksanakanaelolaan DADK Tahun 2006 harus membuat pembuku
pen
ketentuanyang berlaku.

ub harusmem
Desa dalam melaksanakan

lan sesuaidengan

pengelolaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
Pengelola

(2)
terdiridari

a. Buku kas Umum

b. Buku Pajak

C. Buku Bank

Pasal 28

Bentuk
atauntuk atau format pengelolaan keuangan DADK Tahunprantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratura

2006 sebagaimana

Bupati
ini.

XI
PAJAK DANA ALOKASI DESA KHUSUS

Pasal 29

d) Pajak atas pembelian barang dan jasa (PPN dan PPh 22) harus dibayar

sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

(2) Pajak dibayarkan oleh masing-masing desa dengan menggunakan NPWP

kecamatan.

XII

PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadapDADK dilakukan
melalui

a. Pengawasan Melekat;

b. Pengawasan Fungsional;

C. Pengawasan Masyarakat.

(2) Sasaranpelaksanaanpengawasan
meliputi

a. Pengawasan
Melekat dilakukan terhadap

Koordinator Pelaksana

Kegiatan
dan Pemegang

Kas Desa oleh Kepala Desa dalam kurun waktu

sekurang-kurangnya
1 (satu)

bulan sekali;

b. Pengawasan Fungsional
utama dilakukan terhadap Satlak Kecamatan

dan Desa oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi Kabupaten,

serta terhadap

Satlak Desa oleh Tim Monitoring
dan evaluasi Kecamatan;

17



uuasan
Fungsional

reguler
dilakukan

terhada

Kabupaten,
Sauak

Kecamatan dan
Satlak Desa oleh

Daerah setahun
sekali;

apengawasan
Masyarakat

dilakukan
terhadap Satlak

erhadap Tim Koordinasi
esa oleh Badan Penga asan

Permusyawarata
Desa

setahun
sekali atau

adap Satlak Desa
atau sewaktu-waktu jika

oleh Badandiperlukan

XIII

PELAPORAN

Pasal 31
ran dalam

rangka
pengendalian DADK

dilakukan

(1) Pelapora

periodik.
an secara insidentil dan

sebagai bahan pembinaan dan pengenendalian

(2) Mekanisme
pelaporar

penggunaan DADK
dilakukan

secara
berjenjang.

Pasal 32
(1) Satlak Desa

membuat Surat
Pertangqungjawaban (SPJ) serta

realisas

Rencana Anggaran
Kegiatan (RAK) dan keuangan DADK

sebagai banan
pembinaan dilaporkan kepada Satlak Kecamatan setiap tanggal 5 bulan
berikutnya.

(2) Pada akhir tahun
anggaran, Satlak Desa membuat laporan evaluasipenggunaan DADK yang dilampiri dengan dokumentasi

kegiatan.

Pasal 33

Rekapitulasi realisasi RAK dan
keuangan DADK sebagaimanadimaksud pada ayat(1) pasal ini, dilaporkan oleh Satlak Kecamatan kepada Bupati melalui TimKoordinasi Kabupaten secara
periodik setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 34

Rekapitulasi realisasi RAK dan keuangan DADK
tiap-tiap kecamatan,dilaporkanoleh Tim Koordinasi Kabupaten kepada Bupati secara

periodik setiap tanggal 15bulan berikutnya.

XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannyadiatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri
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Pasal 36
pati ini

mulai
berlaku

pada
tanggal

diundangkan.

turan Bupa

aturan Bupa

Sumedang.

Agar
setiap

orang

mengetahuinya,
memerinta

pati ini
dengan

penempatannya dalamn Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Sumedang,
pada tanggal 3 Apri1 2006|

BUPATI SUMEDANG
PyA

DONMURDONOMDADiundangkan di Sumedang
padatangga3 April 2006

ERINT4A

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,TAH KA

SETDA
ATJE ARIFIN ABDULLAH

EDANC
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI B.

19



PERATURAN
BUPATI

SUMEDANG

AMMPIRAN PERAT

14TAEN
2006Tangp 3

il2006entang

PEDOMAN
PELAKSANAAN

DESA
KHUSUSTAHUN2006

(PRODAK

AM DANA ALOKASI

ATA-I

REKAPTTULASI
RENCANA

ANGGARAN
KEGIATAN

DANA ALOKASIDESA
KHUSUS

KECAMATAN ..
KABUPATEN

SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN2000

AK)

INDIKATOR
INDIKATOR RENCANAOUTPUTS

JENIS
BELANJA
PER DESA OUTCOMES RENCANA TOTAL

BIAYA BIAYA (Rp)

(KLM 5+6)
SWADAYNA

(Rp) (Rp)

Desa

Bclanja

Pegawai

Bclanja

Barang dan

Jass

3.Belanja

Perjalanan

Dinas

Dst

Jumiah

2006Tanggal
Sekretaris KecamatanMengetahui

Camat Selaku Ketua Satlak Kecamatan



pORMATA-2

JADUAL.
RENCANA

KEGIATAN

A
ALOKASI

DESA
KHUSUS

KECAMATAN
BUPATEN

SUMEDANG
TAHUN ANG

DANA

NGGARAN 2006

Rencana

Jadual Waktu
Kegiatan

Kegiatan
Per Desa

2

NO

Mei Juni

JuliAgus Sept Okt
5 Nov Des

9 10

4
Desa 6 7 8

Dst
2.

Mengetahui;
Camat

.Tanggal...2006
Sekretaris Kecamatan

Selaku Ketua Satlak Kecamatan



FORMAT
A-3

OANA
ALOKASI DESA

KIHUSUS
KECAMATAN

ANGGARAN KAS
BELANJA

D

KABUPATEN
SUMEDANGTAHUN

ANGGARAN 06

Jenis

Waktu
Penggunaan

Anggaran
JuniJuli

Belanja Per MeiNo.
Desa

Ags Sept Okt Nov Des Jum-
2

4
lah6Desa

1Belanja
Pegawai

2 Belanja

Barang
dan Jasa

8 9 10 11

3.Belanja

Perjalanan

Dinas

Dst

Jumlah

Tanggal
SekretarisKecamatan

Selaku Ketua Satlak Kecamatan

...2006Mengetahui
Camat



ORMAT

B.

RENCANA ANGGARAN KEGIATAN (RAR)

pANA ALOKAST DESA KUUSUSDESA.. KECAMATAN

KABUPATEN SUMEDANGTAHUN ANGGARAN 2000

Jah Brava
Kegatan

Kondisi
Secbelu

elum Dilaksanakan
Narma

ACLatan

Juml

WaktuPelaks
sanaan Kegiatan

Selaku Ketua Satlak Desa

Kepala
Desa,

Lokasi
Kegatan

Indikator
Kinerja

NMasukan (Inputs)

Keluaran (Outputs)

Hasil (Outcomes)

Manfaat
(Benefits)

Dampak (Impact)

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

AnggaranBelanja Langsung Kegiatan

Rincian Biaya

Kegiatan
No.

Volume Harga Total
Ket.

Satuan

Mengetahui:

Camat

Tanggal.

Kepala Desa.
Selaku Ketua Satlak Desa

2006



IRMATH

KOMPOstsIRENCANA ANGGARAN
KEGIATAN (ADAANA ALOKASI

KABUPATEN SUMEDANGTARUNANGGARAN 20

DESA
KIUSUSDESA KECAMATAN

JUMLAHJENISBELANJAPER
BIDANG

TOTAL
BIAYA (Rp.)

(klm3+4)

RENCANANO BIAYA SWADAVA
(Rp.) (Rp.)

Manajemen Program

Belanja Pegawai
Belanja Perjalanan Dinas

Operasional Program

Belanja Barang dan Jasa

Bidang Pendidikan

Belanja Barang dan Jasa

Bidang Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

Bidang Daya Beli

Jumlah

2006

Mengetahui

Camat

Tanggal

Kepala Desa.
Selaku Ketua Satlak Desa



IRMAT
B

KOP SURAT DESA

sURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN PRODAK 2000DAN
MENGGERAKKAN PARTISIPASI DAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT

Nama Desa

Kecamatan

Kluster

udul Prop0sal PRODAK 2006

Anggaran
Desa

Alokasi PRODAK 2006

Komitmen
Swadaya Masyarakat

Lama Kegiatan

Tahun Anggaran

Rp.

Rp.

8Bulann

2006

Melalui
surat ini, kam

maka kami benar-benar siap untuk melaksanakan PRODAK 2006
serta

menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Apabila di kemudian
hari ditemukan ketidaksesuaian maka siap menerima konsekuensi maksimum
berupa diskualifikasiyang sesuai dengan ketentuan PRODAK 2006.

menyatakan bahwa apabila lolos kompetisi PRODAK 2006,

2006

Dinyatakan oleh,
Desa

******k*1t*4ewu



ORMAT
B4

KUTTANSI

PENERIMAAN

DANA
ALOKASI

DESA
KIUSUSTAUN2006(PRODAK
2006)

BUPATI
SUMEDANNG

Telah
dilerima dari

Uang
scbesar

(dengan
hurul)

Pembayarandalam
rangkaDesa

KhususTahun 2006bagi
Desa...

Kecamatan

Unltuk
keperluan

pelaksanaan Dana Alokasi..
Kabupaten Sumedang

Rp.Terbilang

2006

Mengetahui

An. Bupati Sumedang
Sekretaris Daerah

Ub. Kepala Bagian Umum

Lunas
dibayar

Pemegang Kas, Yang menerima

Kepala Desa

Materai Rp 6.000-

NIP NIP



ORMA

SURAT

PERNYATAAN

PENYERAHAN

DANA
ALOKASI

DESA

KIIUSUSTARUN 2006

DESA

KECAMATANKABUPATEN
SUMEDANG

anda tangan di
bawah in

Nama

Jabatan

Dolan
hal ini bertin

selanjutnya dise
tindak untukdanatas

nama
Pemerintah Kabup

HAK
KESATU

upaten Sumedanga.Nama
Jabatan

KepalaDesa
b. Nama

Jabatan

Pemegang KasDana
Alokasi DesaKecamatan

KabupatenSumedang
Dalam hal ini

ertindak untuk danatasnama
jabatannya

selang

KEDUA
anjutnya discbut PIHAK

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
menyatakan hal-hal

sebagai berikut

Dengan
ini PIHA

PIHAK KESATU
menyetujui

penyerahan dana Alokasidesakepada PIHAK KEDUA
Sebesar Rp

**********************aww**a. Bidang Pendidikan Rp yangakandigunakan untuk*****
****************

***********e**** *** **

****************

b. BidangKesehatanRp
)*

********

****

***********************
*A********************

c.Bidang Daya Beli Rp.
"*******************************

om*** **
**********

***

***********a*

2 Penarikan pencairan awal Dana Alokasi Desa Khusus Tahun 2006 oleh PIHAKKEDUA akan dilakukan secara
langsung dari pos yang tersedia dalam DokumenAnggaran Satuan Kerja (DASK) dan

Anggaran Kas
Belanja (AKB) pada Bagian

Umum Setda Kabupaten Sumedang, serta
pencairan selanjutnya akan dilakukansecara bertahap sesuai dengankebutuhan dan jadual yang telah ditentukan.

3 Penarikan
pencairan tahap selanjutnya dilakukan oleh PIHAK KEDUAketentuan apabila hasil

pengunaan dana yang ditarik / dicairkan pada tahapscbelumnyatelah
dipertanggungjawabkan.

dengan

Demikian surat
pernyataan ini dibuat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinyadan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak

PIHAK KESATUPIHAK KEDUA
Kepala Bapeda Kab. Sumedang

Selaku Ketua Tim Koordinasi Kabupaten

Kepala Desa...

Materai Rp.6.000,
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